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ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the Influence of Characteristics Purpose 
Decentralized Budget and Structural Performance Against Local Government Officials at the 
Department of Revenue, Finance and Asset Sukoharjo district. This study uses the entire 
population DPPKAD apparatus Sukoharjo totaling 47 people with sampling Convenience 
sampling technique. Number of questionnaires distributed by 47 and returning as many as 40. 
The sample in this study as many as 40 samples and processed using SPSS for hypothesis 
testing. The study found that participation Budget, Budget Targets Clarity, Feedback Budget, 
Evaluation of the Budget, Budget Difficulties Purpose, Structure and Decentralization 
simultaneously affect the performance of Local Government Officers seen from the distribution 
of F> Ftable is 33.049> 2.390. The independent variables in this study consists of Participation 
Budget, Budget Targets Clarity, Feedback Budget, Evaluation of the Budget, Budget Difficulties 
Purpose, Structure and Decentralization able to explain the variability of the dependent variable 
Performance of Local Government Officers of 83.1%, and the remaining 16.9% explained by 
other variables outside the study. 
Keywords: Characteristics Purpose Budget, Structural Decentralization, Local Government 
Officers And Performance. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran 
Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
menggunakan populasi seluruh aparat DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 47 orang 
dengan teknik pengambilan sample convenience sampling. Jumlah kuesioner yang disebar 
sebanyak 47 dan yang kembali sebanyak 40. Sample dalam penelitian ini sebanyak 40 sample 
dan diolah mengunakan SPSS untuk pengujian Hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa 
Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, 
Kesulitan Tujuan Anggaran, dan Struktur Desentralisasi secara simultan berpengaruh terhadap 
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dilihat dari distribusi Fhitung>Ftabel yaitu 33,049>2,390. 





Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, Kesulitan Tujuan Anggaran, 
dan Struktur Desentralisasi mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen Kinerja Aparat 
Pemerintah Daerah sebesar 83,1%, dan sisanya 16,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
penelitian ini.  
Kata Kunci: Karakteristik Tujuan Anggaran, Struktur Desentralisasi, Dan Kinerja Aparat 
Pemerintah Daerah.  
PENDAHULUAN  
Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang 
menyediakan pelayanan berupa barang/jasa bagi masyarakat dengan sumber dana yang berasal 
dari pajak yang diperoleh dari  masyarakat  dan ditunjukkan kembali kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah harus diimbangi 
dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan tepat pada  
masyarakat. Untuk mencapai kinerja yang baik bagi pemerintah daerah secara akuntabilitas, 
tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2009:61) anggaran 
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran fianansial.  
Kenis (1979) dalam Kholmi (2012) menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dapat 
berjalan secara efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima 
komponen budgetary goal characteristiscs yaitu: partisipasi anggaran (budgeting participation),  
kejelasan  tujuan  anggaran  (budget  goal  clarity),  evaluasi anggaran (budgeting 
evaluation),umpan  balik  anggaran  (budgeting  feedback), dan kesulitan tujuan anggaran 
(budgeting goal difficulty). 
Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat 
atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Kenis (1979) dalam Siti Khotimah (2011) 
menyimpulkan bahwa variasi dalam penyusunan  anggaran  manajer tingkat atas seperti yang 
direfleksikan dalam budgetary goal charateristics memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja dari manajer tingkat bawah. Penilaian  kinerja  terhadap  lembaga  dan  organisasi  tidak  
hanya  berlaku pada  lembaga  atau  orang  non  komersial.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat 
diketahui  sejauh mana pemerintah, pembangunan, dan pelayanan  masyarakat dan 
menyampaikan laporan keuangan. 
Agar tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, pemerintah dituntut 
untuk dapat mengembangkan organisasinya seefisien dan seefektif mungkin. Salah satunya 
adalah dengan meningkatkan kinerja manjerial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui akurasi  perencanaan  dan  pengendalian yang dinilai dari 
pencapaian tujuan anggaran. Schiff dan Lewin dalam Siti Khotimah (2011) mengemukakan 
bahwa anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria 
kinerja, yaitu anggaran digunakan  sebagai  sistem pengendalian untuk mengukur kinerja 
manajerial.  
Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darmansyah (2015), yang menyimpulakn bahwa 
variabel partisipasi anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan 





kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat peemrintah 
daerah.  
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ini bermaksud untuk menguji pengaruh 
karakteristik tujuan anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukoharjo). 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
1. Partisipasi Anggaran  
Partsipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih 
pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang 
membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses 
manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan 
manajer  tingkat  menengah  dan  bawah  dalam  pengambilan keputusan yang mengarah pada 
penentuan tujuan operasional dan penetapan   sasaran   kinerja   (Ikhsan dan Ishak,2005 :173).  
Anggaran berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, dengan adanya  partisipasi anggaran 
diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah akan  meningkat,  karena anggaran  dipakai  sebagai  
suatu  sistem  pengendalian  untuk  mengukur  kinerja. Kemudian dari itu semua pihak ikut 
terlibat dan diberi kesempatan untuk membuat anggaran sesuai bidangnya masing-masing, maka 
kinerja yang dihasilkan akan baik.   
H1: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
2. Kejelasan Sasaran Anggaran 
Menurut Kenis (1979) dalam Darmansyah (2015) kejelasan sasaran anggaran merupakan 
sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran 
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran 
tersebut. 
Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang 
diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. 
Pencapaian kinerja ini akan terkaitan dengan motivasi, dimana dalam hal ini disebabkan dengan 
motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 
Dengnan kata lain, kinerja manajerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. 
H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
 
3. Umpan Balik Anggaran 
Umpan balik merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting  dalam proses 
pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan. Umpan balik  juga  dapat mendorong motivasi 
pelaksanaan anggaran berikutnya, umpan balik anggaran dapat menunjukkan sejauh mana 
sasaran anggaran telah dicapai.   Umpan balik memiliki dua fungsi bagi orang-orang yang  





motivasi.  Dengan  adanya  umpan  balik yang diperoleh dari pencapaian sasaran  anggaran  dan  
dilakukannya evaluasi   terhadap   pelaksanaan   kegiatan yang telah diprogramkan (Ismalia 
2015). 
Umpan balik pada urnumnya memberikan informasi kepada para pelaksana anggaran 
tentang kekurangan yang dapat mendatangkan perasaan tidak senang, bahkan dapat membuat 
masalah semakin buruk. Akan tetapi, untuk tujuan peningkatan prestasi, umpan balik tentang 
keberhasilan aparat adalah sangat penting meskipun dalam beberapa hal rasa tanggungjawab 
yang tinggi dapat berdampak negatif apabila kegagalan diungkapkan (Arifin, 2010:27) dalam 
Ismalia (2015). 
 
H3: Umpam balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
 
4. Evaluasi Anggaran 
Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali 
oleh individu pimpinan departemen dan digu-nakan dalam evaluasi kinerja me-reka. Evaluasi 
anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada 
dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga 
ditentukanpenyimpangan yang terjadi (Ismalia 2015). 
Evaluasi anggaran adalah tindakan dilakukan untuk menelusuri penyimpangan yang terjadi 
atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja 
departemen (Kenis, 1979) dalam Saukani (2015). Dari aspek pelaksanaan evaluasi adalah 
keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi¸pengolahan, penafsiran, dan 
pertimbangan untuk membuat keputusan.  
H4: Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat peemrintah daerah. 
 
5. Kesulitan Tujuan Anggaran 
Menurut Kennis (1979) dalam Darmasyah (2015) kesulitan tujuan anggaran 
menggambarkan adanya rentang sasaran yang sangat longgar dan mudah dicapai sama dengan 
sangat ketat dan tidak dapat dicapai. 
Anggaran yang terlalu ideal (sangat ketat) akan sulit dicapai, sehingga mengakibatkan para 
pelaku anggaran tidak termotivasi untuk merealisasikan anggaran, bahkan dapat membuat para 
pelaku anggaran frustasi, merasa gagal, serta menolak anggaran tersebut, sehingga dapat 
menurunkan kinerja aparat. Sebaliknya anggaran yang terlalu longgar (mudah dicapai) dapat 
mengakibatkan para pelaksanan anggaran tidak merasa tertantang untuk berprestasi, karena tanpa 
bekerja keras akan timbul penyimpangan yang menguntungkan sebingga hanya memiliki 
pengaruh motivasi yang kecil (Arifin, 2010: 27) dalam Darmasyah (2015). 






6. Struktur Desentralisasi 
Desentralisasi menurut Simon (1989) dalam Bangun (2009) yaitu suatu organisasi 
administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi 
yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan  dari top  manajemen 
kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif. 
Struktur desentralisasi menunjukkan manajemen puncak mendelegasikan wewenang  dan  
tanggung  jawab  kepada  manajer  menengah  dan  bawah  dalam bentuk  pembuatan. Danserau 
(1975) dalam Restu Agusti (2013) menganggap  bahwa  atasan  sering  berupaya menjamin 
peningkatan komitmen organisasi dari bawahan  dengan  memberikan  wewenang dan pengaruh 
yang lebih besar kepada bawahan. 
H6: Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
 
7. Kinerja Pemerintah Daerah 
Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya (Mangkunegara, 2009:9). 
Untuk dapat mengetahui kinerja seseorang atau organisasi, perlu diadakan pengukuran 
kinerja. Menurut Stout (BPKP, 2000) dalam Rahayuni (2013), pengukuran kinerja merupakan 
proses  mencatat  dan  mengukur  pencapaian  pelaksanaan  kegiatan  dalam  arah pencapaian  
misi  (mission  accomplishment)  melalui  hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa 
ataupun suatu proses. Melalui pengukuran kinerja diharapkan pola kerja dan pelaksanaan tugas 
pembangunan dan tugas umum pemerintahan akan terlaksana secara efesien dan efektif dalam  
mewujudkan  tujuan  nasional.   
METODE PENELITIAN  
Populasi dan Sampel 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh  Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Sukoharjo. Metode pengampilan sampel dalam penelitian ini dengan sampel jenuh yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Sugiyono (2001:61). 
Jenis dan Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana diperoleh dengan 
menyebar kuesioner yang berisikan beberapa pernyataan. Data yang dikumpulkan dan diolah 
dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner oleh seluruh  Pegawai Negeri Sipil (PNS) 








Metode Analisis Data  
Uji Kelayakan  
Uji  kelayakan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  uji validitas  
dan  uji  reliabilitas.  Pengujian validitas instrumen akan dilakukan dengan cara menguji korelasi 
antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi 
bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel r product  moment.  
Apabila  nilai  r  dihitung  lebih  dari  >  r  tabel  maka  kuesioner  tersebut  dapat  dikatakan  
valid  dan sebaliknya.  Teknik  pengujian  reliabilitas  ini  menggunakan  teknik  uji  statistik  
Cronbach  Alpha,  hasil  perhitungan menunjukkan  reliable  bila  koefisien  alphanya  (α)  lebih  
besar  dari  0,6  artinya  kuesioner  dapat  dipercaya  dan  dapat digunakan untuk penelitian. 
Uji Asumsi Klasik  
Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikoloniearitas,  dan  uji 
heteroskedastisitas.  Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji 
Kolmogorov-Smirnov, jika nilai probabilitas diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Uji 
multikoloniearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 
korelasi  antar  variabel  independen  (bebas)  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  VIF.  Nilai  cut  
off  yang  umum  dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 
0,10 ataunilai VIF > 10. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan  lain.  Jika  
probabilitas  signifikannya  di  atas  tingkat  kepercayaan  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 
model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
Uji Hipotesis  
Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Analisis regresi  berganda  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  dari  variable  
independen  tehadap  variabel  dependen,  apakah variabel independen mengalami kenaikan atau 
penurunan. Model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut: 
KAP = α + β1PA + β2KSA +β3UBA+ β4EA+ β5KTA+β6SD + ę 
KAP = Kinerja Aparat Pemda 
Β = Koefisien regresi 
α = Konstanta 
PA = Partisipasi Anggaran 
KSA = Kejelasan Sasaran Anggaran 
UBA  = Umpan Balik Anggaran 
EA = Evaluasi Anggaran 
KTA =Kesulitan Tujuan Anggaran 
SD = Struktur Desentralisasi 
ę  = Error 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Dilakukan menggunakan 
bantuan SPSS dengan taraf signifikan  5%.  Apabila  sig  t  >  α  maka  hipotesis  ditolak  dan  
jika  t  <  α  maka  diterima.  Sebelum  melakukan  uji hipotesis  akan  dilakukan  uji  koefisien  





jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji  F pada dasarnya 
untuk  menguji  apakah  semua  variabel  independen  (bebas)  yang  dimasukkan  dalam  model  
mempunyai  pengaruh secara  simultan  terhadap  variabel  dependen.  Dengan  membandingkan  
nilai  Fhitung  dengan  nilai  F tabel  dan signifikan 0,05. 
HASIL PENELITIAN  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
        Hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan untuk keenam instrumen variabel 
adalah valid karena r hitung   >  r tabel.  Hasil  uji  reliabilitas  untuk  setiap  item  pernyataan  
dari  ketujuh  instrumen  untuk  variabel  yang  
digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa semua variabel partisipasi anggaran , kejelasan 
sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran, dan 
kinerja aparat pemerintah adalah  reliabel  karena  mempunyai  nilai  Cronbaach Alpha > 0,60 
sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya. 
Hasil Pengujian Asumsi Klasik  
        Hasil  Pengujian  asumsi  klasik  pada  penelitian  ini  uji  normalitas  menunjukkan  data  
terdistribusi  secara  normal serta bebas dari adanya gejala multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas.  
Hasil analisis berganda dalam penelitian ini dapat dimodel persamaan sebagai berikut:  
KAP =  -1,576 + 0,805PA - 0,460KSA + 0,688UBA – 0,286EA+ 0,615KTA + 0,511SD +e 
Nilai konstanta  sebesar  -1,576  dengan  parameter  negatif hal ini menunjukan bahwa jika 
partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, 
kesulitan tujuan anggaran dan struktur desentralisasi dianggap konstan maka besarnya kinerja 
aparat pemerintah akan menurun. 
Pengujian Hipotesis 
Uji Hipotesis (Uji t) 
Variabel thitung ttabel Sig 
Partisipasi Anggaran 3,398 2,035 0,002 
Kejelasan Sasaran Anggaran -1,092 -2,035 0,283 
Umpan Balik Anggaran 1,735 2,035 0,092 
Evaluasi Anggaran -2,177 -2,035 0,037 
Kesulitan Tujuan Anggaran 3,176 2,035 0,003 
Struktur Desentralisasi 3,324 2,035 0,002 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran 
diperoleh thitung sebesar 3,398 > ttabel sebesar 2,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 <p-
value sebesar 0,05, maka hipotesis H1 diterima. Hal tersebut berarti partisipasi anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. 
Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran 





p-value sebesar 0,05, maka hipotesis H2 ditolak. Hal tersebut berarti kejelasan sasaran anggaran 
tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. 
Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel umpan balik anggaran 
diperoleh thitung sebesar 1,735 < ttabels ebesar 2,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,092 >p-
value sebesar 0,05, maka hipotesis H3 ditolak. Hal tersebut berarti umpan balik anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah.  
Berdasarkan hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran diperoleh 
thitung sebesar -2,177 > ttabel sebesar -2,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037 <p-value 
sebesar 0,05, maka hipotesis H4 diterima. Hal tersebut berarti evaluasi anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah. 
Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel kesulitan tujuan anggaran 
diperoleh thitung sebesar 3,176 > ttabel sebesar 2,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 <p-
value sebesar 0,05, maka hipotesis H5 diterima. Hal tersebut berarti kesulitan tujuan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah.  
Berdasarkan hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel kestruktur desentralisasi 
diperoleh thitung sebesar 3,324 > ttabel sebesar 2,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 <p-
value sebesar 0,05, maka hipotesis H6 diterima. Hal tersebut berarti struktur desentralisasi 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan 
terhadap permasalahan, maka  diperoleh  kesimpulan. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari hasil taraf signifikansi 0,002 < α = 0,05, 
sehingga H1 diterima. Kejelasan sasaran anggaran tidak bengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari hasil taraf signifikansi 0,283 > α = 0,05, sehingga  H2 
ditolak. Umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah . 
Hal ini terbukti dari hasil taraf signifikansi 0,092 > α = 0,05, sehingga H3 ditolak. Evaluasi 
anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari hasil taraf 
signifikansi 0,037 < α = 0,05, sehingga H4 diterima. Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari hasil taraf signifikansi 0,003 < α 
= 0,05, sehingga H5 diterima. Struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari hasil taraf signifikansi 0,002 < α = 0,05, sehingga H6 
diterima. 
Keterbatasan 
a. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 
kepada populasi yang lebih luas. 
b. Peneliti hanya menggunakan enam variabel independen yang mempengaruhi kinerja aparat 
pemerintah yaitu, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, 





beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki 
pengaruh terhadap variabel kinerja aparat pemerintah. 
c. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan 
pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan 
data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa 
dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.  
Saran  
1. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area 
tidak begitu luas sehingga relative tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas 
selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan 
Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.  
2. Untuk penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar 
diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan 
gambaran yang lebih riil tentang kinerja aparat pemerintah.  
3. Untuk penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja aparat pemerintah selain variabel yang digunakan agar hasilnya 
dapat terdefinisi dengan lebih sempurna, atau bisa juga menambahkan variabel moderating 
atau intervening.  
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